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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1 Kebijakan Publik 

Secara umum, istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan 

secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit 

perbedaan. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih 

berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijaksanaan berkaitan dengan 

suatu keputusan yang memperbolehkan berdasarkan alasan-alasan tertentu 

sehingga tak ada masalah bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian. 

Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang 

dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever government 

choose to do or not to do) (Inu Kencana Syafiie, 2006 : 105) Thomas R. Dye 

mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus 

ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan 

pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah 

atau pejabat pemerintah saja.  

William N. Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu 

rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau 

pejabat pemerintah. Definisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa 

kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan 

pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan 

kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau 

tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. 
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Edward III dan Sharkansy dalam Islamy (2007:16). Kebijakan publik 

adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. 

Kebijakan publik berupa sasaran atau tujuan program pemerintah. kebijakan 

publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, 

atau dalam bentuk pidato pidato pejabat pemerintah ataupun berupa program-

program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Lasswel dan Kaplan 

dalam Islamy (2007:17), Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian 

tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. 

Anderson (Ekowati, 2005:5) mengartikan kebijakan publik sebagai 

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah 

tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson, ada elemen-elemen penting yang 

terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup: 

a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. 

b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah yang 

berkuasa. 

c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan 

bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.  

d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai 

suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah 

untuk tidak melakukan sesuatu). 

e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan 

tertentu yang bersifat memaksa. 
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Kebijakan publik mempunyai implikasi (Irfan Islamy, 1988:18-19): 

a. Kebijakan itu berbentuk pikiran tindakan pemerintah. 

b. Tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat. 

c. Tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan tertentu. 

Amara Raksasatya (Ekowati. 2005 : 8) berpendapat bahwa kebijakan itu 

adalah sebagai suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

tertentu, sehingga suatu kebijaksanaan itu akan memuat tiga elemen, yaitu : 

a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai. 

b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata 

dari taktik atau strategi yang ditetapkan. 

Menurut Riant Nugroho (2003: 50), kebijakan publik hadir dengan tujuan 

tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan (visi dan 

misi) bersama yang telah disepakati. Dari sini kita dapat meletakkan kebijakan 

publik sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional. Kebijakan publik mudah 

untuk dipahami dan mudah untuk diukur. 

Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kebijakan publik 

sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional. Kebijakan publik mudah untuk 

dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai 

tujuan nasional. Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas yakni 

sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Kebijakan publik apa 

yang telah dipilih oleh pemerintah untuk segera dilaksanakan. 
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2.2 Implementasi Kebijakan 

Van Meter dan Van Horn (Wahab,2006:65) mengatakan bahwa 

implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijakan. Menurut Carl Friedrich (Wahab,2006:3) kebijakan adalah suatu 

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, 

atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan 

tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 

sasaran yang diinginkan. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang 

siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. 

Mazmanian dan Sabatier Dalam Agustino (2006: 153), menjelaskan 

makna implementasi adalah memaharni apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 

program dinyatakan berlaku atau dirurnuskan merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang 

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup 

baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan 

akibat atau dampak nyata pada masyarakat. Mendefinisikan implementasi 

kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanva dalam bentuk 

undangundang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusankeputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 

Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 
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rnenyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai 

cara untuk menstruktur atau mengalur proses implementasi. 

Bardack Dalam Agustino (2006:153), bahwa implementasi kebijakan 

adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang 

kelihatannya bagus di atas kertas, lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata 

dan slogan-slogan yang mengenakan bagi telinga para pernimpin dan para pemilih 

yang mendengarkannya, dan lebih sulit lagi untuk melaksanakan dalam bentuk 

yang memuaskan orang. 

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses 

kebijakan publik. Praktek implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang 

begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi 

dari berbagai kepentingan. Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan 

bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Oleh 

karena itu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak 

atau tujuan yang diinginkan. Untuk melihat keberhasilan suatu program, maka 

akan sangat bergantung kepada implementasi program itu sendiri. Menurut 

Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar 

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). 

Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah 

kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik.  

Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi 

kebijakan menyangkut tiga hal, yakni adanya tujuan atau sasaran kebijakan, 

adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, adanya hasil kegiatan. 
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2.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi 

Teori Implementasi Kebijakan sebagaimana dikutip dari buku Analisis 

Kebijakan Publik oleh Subarsono (2005) adalah Teori Donald S. Van Meter dan 

Carl E. Van Horn (Subarsono, 2005) Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel 

yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu : 

a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan 

terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan 

kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik 

diantara para agen implementasi. 

b. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik 

sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non manusia 

(non-human resources). 

c. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah 

program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, 

diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu 

program. 

d. Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup 

struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, 

yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 

e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya 

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan; sejauhmana kelompok- kelompok kepentingan memberikan 

dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni 
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mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di 

lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 

f. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang 

penting yakni: 

a) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. 

b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan. 

c) intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh 

implementor. 

Menurut George C. Edward III dalam Sugianto (2008:38-45) 

mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan, yaitu: 

1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan 

perintahperintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada 

mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi 

kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan 

tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijkan akan 

mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Tanpa sumber daya 

yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami 
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kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau 

staff sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang memadai, informasi, 

dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya. 

3. Disposisi 

Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat 

para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai 

motivasi psikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Adapun 

yang menjadi unsur dalam motivasi tersebut adalah adanya pemahaman dan 

pengetahuan, adanya arah respon dari pelakasana terhadap implementasi 

kebijakan, dan intensitas dari respon itu sendiri. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada 

dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi 

dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan). 

Keberhasilan implementasi menurut Merille S. Grindle (1980) dipengaruhi 

oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. 

Variabel isi kebijakan mencakup : 

a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. 

b. jenis manfaat yang diterima oleh target group. 

c. sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. 

d. apakah letak sebuah program sudah tepat. 

e. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci. 

f. apakah sebuah program didukung sumberdaya yang memadai. 
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Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: 

a. seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para 

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 

b. karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa. 

c. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia sebenarnya merupakan suatu gerakan 

pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup 

potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu 

memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi maupun pengembangan 

dirinya. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari 

manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang 

produksi, pemasaran, keuangan maupun kepegawaian. Karena sumber daya 

manusia dianggap semakin penting peranannya dalam pencapaian tujuan, maka 

berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia 

(SDM) dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut dengan 

Manajemen sumber daya manusia. Istilah “manajemen” mempunyai arti sebagai 

kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage (mengelola) 

sumber daya manusia (Rivai, 2005 : 1) 

Menurut Hall T. Douglas dan Goodale G. James bahwa Manajemen 

sumber daya manusia adalah: “Human Resource Management is the prosses 

through hican optimal fit is achieved among the employee, job, organization, and 
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environment so that employees reach their desired level of satisfaction and 

performance and the organization meets it‟s goals” (Douglas, 1986: 6). 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses melalui mana kesesuaian 

optimal diperoleh di antara pegawai, pekerjaan organisasi dan lingkungan 

sehingga para pegawai mencapai tingkat kepuasan dan performansi yang mereka 

inginkan dan organisasi memenuhi tujuannya.  

Menurut Edin Flippo Personal management is the planning, organizing, 

directing, and controlling of the procurement, development, compensation, 

integration, maintenance, and separation of human resources to the end that 

individual, organizational and societal objectives are accomplished (Hasibuan, 

2000: 11). Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, 

pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan 

kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, 

organisasi, dan masyarakat.  

Menurut T. Hani Handoko Manajemen sumber daya manusia adalah 

penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya 

manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi 

(Handoko, 2001: 4). Sedangkan menurut Malayu Hasibuan Manajemen sumber 

daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja, 

agar efektif dan efisien membantu terujudnya tujuan (Hasibuan, 2003: 21). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen sumber daya 

manusia atau manajemen personalia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 
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pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, 

kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan 

sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan 

masyarakat. 

2.4 Pelaksanaan Program 

Sebagai dasar pemikiran untuk mengungkap permasalahan yang akan 

dibahas dalam penyusunan penelitian ini, maka terlebih dahulu mendefinisikan 

pelaksanaan dan program, agar lebih jelas mengenai pengertian pelaksanaan 

program itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 308), 

pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan 

suatu kegiatan. Pelaksanaan menurut The Liang Gie dalam Sutarto (1997: 191) 

adalah Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan 

kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala 

kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya 

dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan. Santoso Sastropoetro 

(1982: 183) mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha 

atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program 

dalam kenyataannya. 

Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9) mengemukakan 

definisi program sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan 

harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Lebih lengkap lagi, Hasibuan 

(2006: 72) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang 
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jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, 

prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. 

Definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 

Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan 

bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan 

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Dalam proses pelaksanaan suatu 

program sesunggunya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali 

apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam 

proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya 

bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan 

yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan 

membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

2.5 Kemiskinan 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat 

pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan 

pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami 
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istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya 

dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut 

ilmiah yang telah mapan dan lain-lain. Sebagian besar konsepsi mengenai 

kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, kemiskinan sejatinya 

menyangkut pula dimensi material, social, kultural, dan struktural. Piven dan 

Cloward (1993) dan Swanson (2001), menunjukkan bahwa kemiskinan 

berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya 

kebutuhan sosial.  

a. Kekurangan materi. Kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi 

atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

makanan, pakaian, dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami 

sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-

barang yang bersifat kebutuhan dasar. 

b. Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di 

sini sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan (proverty line) 

yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu 

komunitas ke komunitas lainnya dalam satu negara. 

c. Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial (social 

exclusion), ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam 

masyarakat. Kemiskinan dalam arti ini dipahami seebagai situasi kelangkaan 

pelayanan sosial dan rendahnya aksebilitas lembaga-lembaga pelayanan 

sosial, seperti lembaga pendidikan kesehatan, dan informasi. (Suharto Edi 

PhD, 2009 : 15). 
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Ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga/rumah tangga miskin menurut 

BPS Kabupaten Kampar, yaitu :  

1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 M2/orang.  

2. Lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari kayu/tanah.  

3. Dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari kayu/tembok tanpa plester.  

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tinggal 

lain.  

5. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik. 

6. Sumber air minum berasal dari sumur/air hujan. 

7. Bahan bakar untuk memasak adalah kayu/minyak tanah. 

8. Mengkonsumsi daging/susu/ayam satukali dalam seminggu. 

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali sehari. 

11. Tidak sanggup bayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 

12. Pendapatan di bawah Rp. 600.000,-/bulan. 

13. Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tamat SD. 

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 

500.000. 

2.6 Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan menurut (Suhendra, 2006:74-75) adalah suatu kegiatan 

yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua 

potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Sedangkan 

pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong 
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akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan 

dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat 

miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan 

iman dan takwa (Sumodiningrat, 1999 : 60). Sebagai tujuan pemberdayaan 

menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, 

yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang 

bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu 

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya 

(Suharto, 2005 : 60).  

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah 

program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar 

masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan 

kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap 

nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan, tidak 

menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan 

(Sumaryadi, 2005 : 61). 

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal : 

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik 

tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki 

potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan penyadaran bahwa potensi 

itu dapat dikembangkan. 
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2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah 

yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan 

berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat 

mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat 

berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan 

sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan 

kelembagaan di tingkat masyarakat. 

3. Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk 

mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang 

saling menguntungkan (Sumaryadi, 2005 : 56). 

2.7 Program Rastra 

Program Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang 

kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan 

Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan 

Bupati/WaliKota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan 

pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan 

stabilitas ekonomi nasional.  

Berdasarkan Pedum Rastra peraturan perundangan yang menjadi landasan 

pelaksanaan Program Rastra adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun 2017. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan 

Gizi. 

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan. 

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian 

Negara. 

9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2017. 

10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada 

Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan 

Nasional. 

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan 

Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
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Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota. 

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan. 

Penyaluran Rastra diawali dari permintaan alokasi melalui Surat 

Permintaan Alokasi (SPA) dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

SPA tersebut ditujukan kepada Kadivre/Kasubdivre/Kansilog yang membawahi 

wilayah tersebut. Atas SPA tersebut, oleh Tim Koordinasi Rastra/Raskin setempat 

dibahas jadwal penyalurannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat 

menyiapkan waktu, tenaga dan dana pada saat penyaluran. Sebelum jadwal 

pengiriman beras ke Titik Distribusi, Tim Koordinasi Rastra melakukan 

pengecekan kondisi beras yang akan disalurkan. Beras Rastra kemudian 

dikirimkan ke Titik Distribusi tujuan sesuai dengan jumlah KPM yang terdata di 

wilayah tersebut. Tidak ada penambahan dan pengurangan jumlah oleh Bulog. 

Apabila ada perubahan data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) adalah 

kewenangan Musyawarah Desa/Kelurahan dan Musyawarah Kecamatan/disetujui 

oleh kecamatan. Menurut Pedoman Umum Rastra (2017) Pelaksanaan Distribusi 

Rastra di desa/kelurahan adalah sebagai berikut : 

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab 

atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana 

Distribusi Rastra, sebagai berikut: 
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1. Kedudukan 

Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Desa/Lurah/ Pemerintahan setingkat.  

2. Tugas 

Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan 

menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan 

administrasi. 

3. Fungsi 

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi: 

a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD. 

Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di 

desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan 

menerima/menolak Rastra diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis). 

b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB). 

c. Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke 

rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia 

fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada 

Perum BULOG. 

d. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita 

Acara Serah Terima (BAST) beras di TD. 
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e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan 

melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota melalui Tim 

Koordinasi Rastra Kecamatan (Pedum Rastra: 2017). 

Sedangkan berdasarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan  

Kemiskinan (TNP2K), ada enam tepat sebagai keberhasilan program Rastra, 

yaitu: 

1. Tepat sasaran, sasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sasaran dari 

program beras miskin itu sendiri yaitu keluarga miskin yang ada di Desa 

Teratak Buluh. 

2. Tepat jumlah, jumlah yang dimaksud adalah jumlah pagu beras yang 

diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu 15 

kg/KPM/bulan. 

3. Tepat harga, maksudnya adalah harga yang diberikan kepada keluarga miskin 

sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, yaitu Rp.1,600 kg di titik 

distribusi. 

4. Tepat waktu, yaitu penyesuaian waktu penyaluran beras miskin tersebut yang 

diterima KPM setiap bulannya, artinya beras ini harus tepat waktu diterima 

oleh KPM dan tidak lagi mengalami keterlambatan. 

5. Tepat kualitas, yaitu kualitas atau mutu dari beras yang diberikan kepada 

keluarga miskin sesuai dengan standart yang telah ditetapkan atau layak 

untuk dikonsumsi. 

6. Tepat administrasi, maksudnya adalah ketepatan prosedur pelaksanaan yang 

telah ditetapkan dengan pelaksanaan yang sebenarnya terjadi. 
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2.8 Pandangan Islam tentang Penanggulangan Kemiskinan 

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek hidup 

dan kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan solusi terhadap 

seluruh problematika kehidupan, baik dalam masalah ‟akidah, ibadah, moral, 

akhlak, muamalah, rumah tangga, bertetangga, politik, kepemimpinan, 

mengentaskan kemiskinan dan lainnya. Islam berusaha mengatasi kemiskinan dan 

mencari jalan keluarnya serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Tujuannya, 

untuk menyelamatkan ‟akidah, akhlak, dan amal perbuatan, memelihara 

kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, 

di samping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama kaum Muslimin. 

Karena itu, Islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup 

yang layak di masyarakat. Dalam memberikan jaminan bagi umat Islam menuju 

taraf hidup yang terhormat, Islam menjelaskan berbagai cara dan jalan. Di 

antaranya sebagai berikut: 

1. Bekerja 

Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam diwajibkan bekerja atau 

mencari nafkah. Mereka juga diperintahkan agar berkelana di muka bumi ini 

serta makan dari rezeki Allah Azza wa Jalla . Allah Azza wa Jalla berfirman: 

أٍوِ النُّشٌُزُ  إلَِ ًَ قِوِ ۖ  كُلٌُا مِنأ زِشأ ًَ شٌُا فًِ مَنَاكِبِيَا  ضَ ذَلٌُلًا فَامأ زَأ ٌَ الَّرِي جَعَلَ لَكُمُ الْأ  ىُ

”Dia-lah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka 

jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan 

hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (al-Mulk,67:15). 
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Mencari nafkah merupakan senjata utama untuk mengatasi kemiskinan. Ia 

adalah sarana pokok untuk memperoleh kekayaan serta merupakan faktor 

dominan dalam memakmurkan dunia. Dalam Islam, seorang buruh tidak 

boleh dihalang-halangi untuk menerima upah kerjanya. Bahkan ia harus 

menerima upah sebelum keringatnya kering. Islam memberikan motivasi 

yang mendorong gairah kerja dan berusaha, serta menggugah kesadaran 

untuk bepergian di atas permukaan bumi ini. 

2. Mencukupi Keluarga yang Lemah 

Salah satu konsep syari‟at Islam adalah bahwa setiap individu harus 

menanggulangi kemiskinan dengan mempergunakan senjatanya, yaitu dengan 

berusaha. Namun di balik itu, juga harus ada usaha untuk menolong orang-

orang lemah yang tidak mampu bekerja. Konsep yang dikemukakan untuk 

menanggulangi hal itu ialah dengan adanya jaminan antar anggota keluarga. 

Islam memerintahkan anggota keluarga saling menjamin dan mencukupi. 

Sebagian meringankan penderitaan anggota yang lain. Allah Azza wa Jalla 

berfirman, yang artinya :  

”…Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih 

berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab 

Allah…” (al-Anfal,8:75). 

Islam mewajibkan orang-orang kaya agar memberikan nafkah kepada 

keluarganya yang miskin. Ini berarti Islam telah meletakkan modal pertama 

bagi terciptanya jaminan sosial. Nafkah itu bukan hanya sekedar anjuran yang 

baik, tapi merupakan satu kewajiban dari Allah Azza wa Jalla untuk 
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dilakasanakan. Syari‟at Islam juga telah merinci ketentuan-ketentuannya 

dalam bab nafkah kepada keluarga. 

3. Zakat 

Islam tidak bersikap acuh tak acuh dan membiarkan nasib fakir miskin 

terlantar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bagi mereka 

suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya, dan suatu bagian 

yang tetap dan pasti yaitu zakat. Sasaran utama zakat adalah untuk 

mencukupi kebutuhan orang-orang miskin. 

Allah Azza wa Jalla berfirman: 

سِمٍِنَ  ٱلأغََٰ ًَ قَابِ   فِى ٱلسِّ ًَ ٱلأمُؤَلَّفَةِ   قلٌُُبيُمُأ   ًَ أٍياَ  مِلٍِنَ  عَلَ عََٰ ٱلأ ًَ كٍِنِ   ٱلأمَسََٰ ًَ تُ  للِأفقُسََآءِ  
دَقََٰ  إنَِّمَا ٱلصَّ

ُ  عَلٍِم   حَكٍِم   ٱللَّّ ًَ    ِ نَ  ٱللَّّ بٍِلِ  فسٌَِضَةا  مِّ ٱبأنِ  ٱلسَّ ًَ   ِ فىِ سَبٍِلِ  ٱللَّّ ًَ  

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 

amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) 

hambasahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah 

dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. 

Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana” (at-Taubah,9:60). 

4. Keharusan Memenuhi Hak-Hak Selain Zakat 

Masih ada hak-hak material yang lain, yang wajib dipenuhi oleh orang 

Islam, karena berbagai sebab dan hubungan. Hak bertetangga. 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

“Tidak patut dinamakan orang yang beriman, orang yang tidur malam 

dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya yang berada di sampingnya 

menderita lapar, padahal ia mengetahuinya” (HR. Bukhari, no. 112). 
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Nabi shallallahu „alaihi wassallam juga bersabda, 

Artinya: “Jibril senantiasa bewasiat kepadaku agar memuliakan (berbuat 

baik) kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira seseorang akan menjadi 

ahli waris tetangganya” (HR. Al Bukhari no.6014). 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda kepada Abu Dzar 

Radhiyallahu anhu, 

ف   أً سُ أٍسَانكَِ  فَأصَِبأيمُأ  مِنأيـَا بِمَعأ أٍتِ  مِنأ  جِ ثسِِ  مَاءَهُ  ثمَُّ  انأظسُأ  أىَألِ  بَ تَ  مَسَقاا فَأكَأ  إذَِا طَبَخأ

“Apabila engkau memasak sop, perbanyaklah kuahnya, kemudian engkau 

perhatikan di antara keluarga tetanggamu, lalu antarkanlah sebagian 

kepadanya” (HR. Muslim, no. 2625:143). 

Demikianlah metode-metode yang ditempuh Islam dalam memecahkan 

problem kemiskinan, yang kemudian disimpulkan menjadi tiga metode: 

1. Jalan yang khusus, yang harus ditempuh oleh pihak fakir miskin itu sendiri. 

Fakir miskin wajib melakukan usaha, selama ia masih mempunyai 

kemampuan dan kesanggupan untuk bekerja. Dalam hal ini, pihak 

masyarakat, orang yang mampu dan pemerintah berkewajiban memberikan 

bantuan. 

2. Jalan ini berpangkal kepada kesediaan masyarakat Islam untuk membantu. 

Mereka mempunyai tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan 

fakir miskin, baik yang merupakan sumbangan wajib misalnya zakat dan 

kafarat, maupun yang tidak wajib misalnya wakaf dan sedekah. 

3. Jalan khusus, yang harus dilakukan oleh orang kaya dan pihak pemerintah. 

Secara syari‟at, pemerintah berkewajiban mencukupi kebutuhan fakir miskin, 
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baik ia seorang Muslim atau bukan (kafir dzimmi), selama ia masih berada di 

bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Sumber-sumber yang dapat dipakai 

untuk mencukupi kebutuhan ini ialah zakat, ghanimah, harta fa‟i, jizyah, 

barang-barang tidak bertuan, kekayaan negara dari sumber alamnya. Di 

samping itu juga sumbangan wajib yang ditentukan oleh pemerintah terhadap 

orang-orang kaya, manakala pemasukan zakat dan sumber-sumber lainnya 

mengalami kemerosotan. 

2.9 Defenisi Konsep 

Masri Singarimbun (1989:31) mengatakan konsep adalah istilah dan 

definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan 

kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Adapun 

definisi konsep dalam penelitian ini adalah :  

1. Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan 

atau tidak dilakukan, juga masalah yang komplek yang dinyatakan dan 

dilaksanakan oleh pemerintah. 

2. Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang), sebuah kebijakan yang baik akan 

berperan menentukan hasil yang baik. 

3. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses melalui mana 

kesesuaian optimal diperoleh di antara pegawai, pekerjaan organisasi dan 

lingkungan sehingga para pegawai mencapai tingkat kepuasan dan 

performansi yang mereka inginkan dan organisasi memenuhi tujuannya. 
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4. Pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung 

kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu 

hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

5. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 

pendidikan, dan kesehatan. 

6. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong 

akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang 

diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar 

masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan 

serta berlandaskan iman dan takwa. 

7. Program Rastra merupakan program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat 

berpendapatan rendah yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat berupa 

bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah 

tangga miskin dan rentan miskin) untuk mengurangi beban pengeluaran 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

2.10 Konsep Operasional 

Menurut Masri Singarimbun (1989:23) Konsep operasional adalah 

semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variable. 

Konsep operasional merupakan uraian konsep yang sudah dirumuskan dalam 

bentuk indikator-indikator yang lebih memudahkan operasional suatu penelitian. 

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah menurut Tim Nasional 
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Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 

yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan serta beberapa teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Konsep operasional akan memberikan kemudahan bagi penulis untuk 

melaksanakan penelitian selanjutnya agar lebih terarah lagi. Dan konsep 

operasional dalam penelitian ini akan di cantumkan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel II.1 

Operasionalisasi Variabel Penelitian  

NO Referensi Indikator Sub Indikator 

1. Pelaksanaan 

Program Rastra 

(TNP2K) 

1. Tepat waktu a. Waktu penerimaan 

    Rastra 

b. Waktu penyaluran 

    Rastra 

c. Jadwal pembagian 

    Rastra 

2. Tepat sasaran a. Pemahamaan KPM  

    tentang penerima 

    Rastra 

b. Kriteria penerima  

    Rastra 

c. Sosialisasi Rastra 

3. Tepat jumlah a. Kesesuaian jumlah 

    beras  

b. Jumlah beras 

c. Pengurangan jumlah 

    beras 

d. Kecukupan beras 

4. Tepat harga a. Harga Rastra 

b. Pembayaran Rastra 

5. Tepat kualitas a. Keadaan beras 

b. Kelayakan beras 

c. Standar kualitas beras 

6. Tepat Administrasi a. Kelayakan menjadi 

    KPM 

b. Prosedur 
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2.11 Penelitian Terdahulu 

Ekoman Suryadi (2016) Universitas Lampung dengan judul skripsi 

Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Tahun 2015 di Kelurahan 

Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Masalah yang 

ada yaitu tidak adanya kejelasan pembagian raskin dan kurang tepat sasaran pada 

penerima raskin. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana 

Implementasi Program Raskin tahun 2015 di Kelurahan Pringsewu Barat dan apa 

saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Raskin di 

Kelurahan Pringsewu Barat tahun 2015. Dengan kesimpulan bahwa Implementasi 

program Beras Miskin belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, hal 

ini dikarenakan indikator keberhasilan raskin 5T yakni tepat jumlah, harga, 

kualitas, sasaran, dan waktu yang belum sepenuhnya tercapai. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program yang masih 

kurang berjalan dengan baik sehingga masih ditemukan beras dengan kualitas 

buruk. Hal yang membedakan penelitian Ekoman Suryadi dengan penelitian 

penulis adalah tempat penelitian, masalah yang ditemukan, serta metode 

pengumpulan data. 

Pentiani Atifah (2014) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau dengan judul skripsi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di 

Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. 

Masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu, salah sasaran penerima raskin, 

kualitas beras yang tidak bagus dan waktu penyaluran yang tidak tepat. Tujuan 

penelitiannya yaitu untuk mengetahui Implementasi Program Beras Miskin 
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(Raskin) di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru. Dengan kesimpulan bahwa Implementasi Program Raskin di 

Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dalam 

kategori baik dengan nilai persentase rata-rata sebesar 71,80 %. Namun, 

berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan bahwa implementasi 

program raskin di Kelurahan Labuh Baru Timur masih belum maksimal dan 

belum sesuai dengan pedoman umum raskin. Hal ini terlihat dari masyarakatnya 

yang masih kesusahan meskipun sudah adanya raskin tersebut, karena jumlah 

beras yang diterima tidak sama dengan jumlah anggota keluarga mereka. Dari 

penelitian ini yang membedakan dengan penelitian penulis adalah tujuan 

penelitian yang peneliti tetapkan, teori yang dipakai, serta tempat penelitiannya, 

yang dilakukan di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. 

Triana Listyorini (2016) Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan 

judul jurnal Pelaksanaan Program Bpjs Ketenagakerjaan bagi Pekerja 

Informal di Bidang Peternakan dan Pertanian di Kecamatan Gamping 

Kabupaten Sleman. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Pelaksanaan 

Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal di Bidang Peternakan dan 

Pertanian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Dengan kesimpulan bahwa 

pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja informal 

khususnya di sektor peternakan dan pertanian di Kecamatan Gamping belum 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diketahui dengan 

masih banyaknya pekerja informal yang belum mengikuti program BPJS 

Ketenagakerjaan. Dari penelitian ini yang membedakan dengan penelitian penulis 
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adalah masalah yang ditemukan dilapangan, tujuan dari penelitian dan tempat 

penelitian. 

Mukhamil Irsyad Merlion (2017) Universitas Riau dengan judul 

Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Pekanbaru. Masalah 

yang ada dipenelitian ini yaitu program wajib belajar ini cukup namun masih tidak 

tepat sasaran dalam penggunaannya sehingga masih ditemukannya anak putus 

sekolah maupun sarana dan prasarana yang tidak memadai. Tujuan penelitiannya 

adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota 

Pekanbaru dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Program 

Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Pekanbaru. Dengan kesimpulan bahwa 

pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kota Pekanbaru ini belum 

terlaksana dikarenakan masih banyaknya kendala yang dihadapi dalan proses 

pelaksanaannya. Belum maksimalnya perencanaan yang dilakukan dinas 

pendidikan untuk mencapai tujuan program tersebut, dikarenakan dalam 

pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala-kendala yang ditemui dilapangan. 

Untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun ini pengorganisasian cukup 

penting dalam mengatur berbagai macam kegiatan untuk menjalankan program 

wajib belajar tersebut. Selain itu juga diperlukannya sinergisitas peran pemerintah 

pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta memberikan langsung informasi yang di 

dapat dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pengawasan, instansi 

yang terkait dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ini berperan 

penuh untuk mengawasi segala aspek untuk mewujudkan tujuan program tersebut, 

mulai dari pembuat kebijakan, pelaku kebijakan, sasaran kebijakan maupun 
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seluruh masyarakat. Dari penelitian ini yang membedakan dengan penelitian 

penulis adalah masalah yang diangkat dan metode yang dipakai dalam melakukan 

penelitian. 

Heri Akma dan Hasanuddin (2014) Universitas Riau dengan judul 

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa. Tujuan penelitiannya adalah 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Program 

Pemberdayaan Desa dan menganalisa kesesuaian antara Program Pemberdayaan 

Desa dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri 

Hilir. Dengan kesimpulan bahwa Program pemberdayaan masyarakat desa di 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir telah dilaksanakan dengan baik. 

Program ini dilakukan di beberapa bidang pembangunan, yaitu pertanian, 

pengembangan sumber daya manusia, dan fisik sarana dan fasilitas umum seperti 

pasar dan kantin pasar. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak 

hanya ditentukan oleh faktor potensi sumberdaya alam, tetapi juga kualitas 

sumberdaya manusia yang mendiami wilayah tempat potensi tersebut eksis. 

Keterlibatan aparatur birokrasi yang terlalu kuat dalam proses pemberdayaan 

dapat memperlemah inisiatif, kreativitas dan inovasi dalam masyarakat. Dari 

penelitian ini yang membedakan dengan penelitian penulis adalah judul yang 

diambil tidak sama, masalah yang dipaparkan berbeda, dan metode yang dipakai 

juga berbeda. 

 

  



 

 

 
 
 

43 

2.12 Kerangka Berpikir 

Pelaksanaan program beras sejahtera (Rastra) di Kabupaten Kampar 

Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Teratak Buluh), berdasarkan TNP2K (Tim 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) keberhasilan progam beras 

sejahtera dapat diukur dengan menggunakan enam indikator, yaitu: tepat waktu, 

tepat jumlah, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat kualitas dan tepat harga. 

BAGAN II.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

Tepat waktu 

Tepat harga 

Program Beras Sejahtera 

(Rastra) di Desa Teratak 

Buluh Kecamatan Siak Hulu 

Pelaksanaan Program Rastra 

(TNP2K) 

Tepat sasaran 

Tepat kualitas Tepat administrasi 

Tepat jumlah 


